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A. Latar Belakang

Kesehatan adalah salah satu hak azasi manusia sehingga kesehatan
merupakan kewajiban Pemerintah kepada warga negaranya terutama terhadap
warga negara yang kurang memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang
bermutu karena pengaruh ketidakmampuan secara ekonomi. Pada tahun 2000,
untuk pertama kalinya kata-kata “kesehatan” tercantum dalam UUD 1945
pada pasal 28H yang merupakan hasil amandemen tahun 2000 ‘setiap
penduduk berhak atas pelayanan kesehatan”. Hal ini tentu saja merupakan
jaminan hak-hak kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan
deklarasi hak azasi Manusia oleh PBB (Persatuan Bangsa — Bangsa) pada
tahun 1947.

Pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan selama ini telah
mengalami kemajuan yang cukup berarti bagi peningkatan derajat kesehatan
masyarakat Indonesia. Walaupun demikian, jika dibandingkan dengan status
kesehatan penduduk negara-negara tetangga misalnya maka status kesehatan
penduduk Indonesia masih jauh tertinggal yang ditunjukkan dengan masih
tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI)
dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Laporan World Health
Organization (WHO) tahun 2000 menunjukkan bahwa angka kematian bayi

di Indonesia pada tahun 1998 masih 48 per 1.000 kelahiran hidup. Angka



kematian bayi tersebut jauh lebih tinggi dari angka kematian bayi di
Muangtai (29), Filipina (36), Srilanka (18) dan Malaysia (11). Berbagai studi,
termasuk yang dilaporkan dalam World Health Report 2000, menunjukkan
bahwa rendahnya angka kematian bayi dan kinerja sistem kesehatan lainnya
mempunyai korelasi yang kuat dengan pembiayaan kesehatan. Laporan WHO
tersebut menempatkan kinerja sistem kesehatan Indonesia pada urutan ke-92,
yang jauh lebih rendah dari kinerja sistem kesehatan negara tetangga seperti
Malaysia (urutan ke 49), Muangtai (urutan ke 47) dan Filipina (urutan ke 60).
Secara rata-rata, laporan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan kesehatan
Indonesia menurut nilai tukar yang berlaku pada tahun 1997 adalah US$ 18
per kapita per tahun.

Sementara negara-negara tetangga seperti Filipina, Malaysia dan
Muangtai sudah menghabiskan berturut-turut sebesar US$ 40, US$ 110, dan
US$ 133. Pengeluaran kesehatan perkapita Indonesia tidak sampai separuh
dari yang dikeluarkan masyarakat Filipina tahun 1997, sedangkan pendapatan
per kapita Filipina tahun 2001 sebesar US$ 1.069 tidak lebih dari dua kali
lipat dari PDB per kapita Indonesia yaitu US$ 670 (WHO, 2000). Hal ini
menunjukkan bahwa tingkat investasi Indonesia memang jauh lebih rendah
dari tingkat investasi negara tetangga tersebut, sehingga dapat dimaklumi jika
tingkat kesehatan Indonesia juga jauh di bawah. Pengeluaran kesehatan
Indonesia yang rendah tersebut, baik yang bersumber dari masyarakat
maupun yang bersumber dari pemerintah, diduga tidak mengalami kenaikan
berarti selama ini. Banyak laporan menyampaikan bahwa pemerintah

mempunyai kontribusi sebesar 20-30% dari pembiayaan kesehatan secara



keseluruhan. Sementara pembiayaan kesehatan oleh sektor swasta, yang pada
umumnya merupakan pengeluaran yang dibayarkan langsung dari kantong
sendiri (out of pocket) kepada pemberi pelayanan kesehatan (PPK) mencapai
60%-70% (Depkes, 2002). Tingginya pengeluaran out of pocket ini bersifat
regresif, yakni semakin berat dirasakan oleh mereka yang berpendapatan
rendah dibandingkan dengan mereka yang berpendapatan tinggi. Sistem
pembiayaan yang regresif ini dikenal sebagai sistem pembiayaan yang tidak
adil (unfair) dalam konsep equity egalitarian karena justru memberatkan

penduduk golongan bawah.

Kebutuhan biaya pelayanan kesehatan cenderung terus mengalami
kenaikan sehingga kemampuan daya beli kesehatan masyarakat cenderung
menurun. Hal ini menyebabkan jika jatuh sakit penghasilannya akan habis
untuk biaya kesehatan dan terampas kesejahteraan minimum. Untuk itulah,
diperlukan sistem yang menjamin kesehatan masyarakat miskin pada
khususnya dan seluruh masyarakat pada ummnya. Melalui jaminan kesehatan
masyarakat keterbatasan khususnya akses dan kemampuan membayar akan

dapat berkurang sehingga status kesehatan akan meningkat (Mukti, 2009).

Pusat Kesehatan Masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan dan
informasi kesehatan yang tepat. Tidak hanya mengunggulkan fasilitas
kesehatan yang lengkap, namun sikap dan layanan sumber daya manusia
merupakan elemen yang berpengaruh terhadap pelayanan yang dihasilkan dan
persepsi pasien. Semakin meningkatnya kesadaran dan pemahaman
masyarakat akan pentingnya kesehatan, menyebabkan tuntutan dalam

pelayanan kesehatan semakin meningkat sehingga perlu adanya upaya untuk



mengantisipasi keadaan tersebut dengan menjaga dan mengevaluasi kualitas
pelayanan secara terus menerus agar diketahui kelebihan maupun kelemahan
dari jasa pelayanan kesehatan yang diberikan (Jahid & All, 2012).

Program jaminan kesehatan dijalankan secara nasional dengan prinsip
asuransi sosial, prinsip ekuitas dan sistemnya berupa sistem gotong royong
dimana peserta mampu dan sehat akan membantu peserta yang miskin dan
sakit (Kemenkes, 2014). Namun di kalangan masyarakat muncul persepsi
yang masih kurang baik dengan program JKN. Hal ini dapat disebabkan
karena pengetahuan dan sosialisasi tentang program BPJS kesehatan masih
rendah sehingga pelaksanaan program BPJS belum dipahami dengan baik
oleh seluruh masyarakat. Kenyataan lainnya bahwa kepesertaan BPJS belum
keseluruhan mencakup masyarakat terutama para pekerja informal (buruh
atau petani) ataupun masyarakat di pedesaan terpencil dikarenakan belum

seluruhnya terdaftar atau memiliki kartu BPJS.

Data pasien BPJS di Puskesmas Sumberjambe pada Bulan November
sampai Desember sebesar 621 orang, yang terdiri dari Laki-laki 303, dan
Perempuan sebesar 318 orang.

Kepuasan pasien adalah masalah penting bagi penyedia layanan
kesehatan. Penyedia layanan kesehatan bekerja dan bersaing secara
kompetitif dalam memenuhi kepuasan pelanggannya. Pusat Kesehatan
Masyarakat perlu meningkatkan tingkat kepuasan jika mereka ingin tetap
berada dalam persaingan dengan Pusat kesehatan Masyarakat lain. Kepuasan
pasien pada dasarnya untuk memuaskan harapan pasien dan memahami

kebutuhan mereka (Raheem, Nawaz, Fouzia, &Ilmamuddin, 2014). Tujuan



dari mengukur kepuasan pasien adalah untuk mengevaluasi kualitas
pelayanan kesehatan, mengevaluasi hasil konsultasi intervensi dan hubungan
antara perilaku sehat dan sakit, membuat keputusan administrasi,
mengevaluasi efek dari perubahan organisasi pelayanan, administrasi staf,

fungsi pemasaran, dan formasi etik professional (Suryawati & All, 2006).



B. Rumusan Masalah

1. Peryataan Masalah

Kepuasan pasien BPJS adalah masalah penting bagi penyedia layanan

kesehatan. Penyedia layanan kesehatan bekerja dan bersaing secara

kompetitif dalam memenuhi kepuasan pelanggannya. Puskemas perlu

meningkatkan tingkat kepuasan jika mereka ingin tetap berada dalam

persaingan dengan Puskesmas lain. Kepuasan pasien pada dasarnya untuk

memuaskan harapan pasien dan memahami kebutuhan pasien.

2. Pertanyaan Masalah

a.

Bagaimana kualitas pelayanan pusat kesehatan masyarakat di
Puskesmas Sumberjambe ?

Bagaimanakah tingkat kepuasan pasien BPJS di Puskesmas
Sumberjambe ?

Adakah hubungan kualitas pelayanan pusat kesehatan masyarakat

dengan tingkat kepuasan pasien BPJS di Puskesmas Sumberjambe ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui Hubungan kualitas pelayanan pusat kesehatan

masyarakat dengan tingkat kepuasan pasien BPJS di Puskesmas

Sumberjambe.

2. Tujuan Khusus

a. Mengetahui kualitas pelayanan Pusat kesehatan masyarakat di

Puskesmas Sumberjambe.



b. Mengetahui tingkat kepuasan pasien BPJS di Puskesmas Sumberjambe.
c. Mengetahui hubungan kualitas pelayanan pusat kesehatan masyarakat

dengan tingkat kepuasan pasien BPJS di Puskesmas Sumberjambe.

D. Manfaat Penelitian

1.

Peneliti

Memberikan pengalaman berharga dakam rangka menambah informasi
dan pengetahuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus nya
mengenai kepuasan pasien BPJS di Puskesmas.

Penelitian Selanjutnya

Dapat di jadikan sebagai bahan masukan dasar untuk mengadakan
penelitian terkait mengenai kepuasan pasien BPJS.

Responden

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat meningkatkan kepuasan pasien
BPJS dalam penggunaan BPJS.

Puskesmas

Dapat memberikan tambahan informasi bagi puskesmas dalam sistem
pelayanan kesehatan khusus nya sistem pelayanan BPJS yang bermanfaat

bagi masyarakat.



